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BUPATIKAPUAS 

PROVINSI KALDIANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI KAPUAS 

NOMOR b TAHUN 2019 

TENTANG 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAPUAS, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan 
ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa 
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 
2019; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820}; 

2 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5 . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

6 . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa Yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5864); 

7 . Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
225); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07 /2018 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1341); 

SEKDA ASISTEN KA BAG 



- 3 -
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 137 Tahun 2017 
tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 
ten tang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07 /2018 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas 
Tahun 2018 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kapuas Nomor 40); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 
33); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 9 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 
2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kapuas Nomor 46); 

17. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 32 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019 {Berita Daerah 
Kabupaten Kapuas Tahun 2018 Nomor 33); 
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MEMUTUSKAlf : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN 
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI 
TAHVK AKGGARAK 2019. 

BABI 
KETENTUAN UMUlf 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas. 
2 . Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelak.sanaan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4 . Bupati adalah Bupati Kapuas. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6 . Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7 . Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam 
Negeri. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat 
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

11. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah 
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 
bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 
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12. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat 

menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung selurnh penerimaan 
Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang 
ditetapkan. 

13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN 
adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang 
memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa 
BUN. 

BAB II 
PENETAPAN RIIICIAN DANA DESA 

Pual2 

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019, 
dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: 
a . Alokasi Dasar; 
b. Alokasi Afmnasi; dan 
c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, 

angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa. 

Pua13 

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung 
berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana 
telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2019. 

Pua14 

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b 
diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki 
jumlah penduduk miskin tinggi. 

(2) Besaran Alokasi Mmnasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 
mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa. 

PasalS 

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung 
berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks 
kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/ atau 
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. 

r sAGIAN HUKUM 

I SEKDA ASISTEN KABAG Ki' 
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Pual6 

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: 
AF Desa = {{0,10 * Zl} + {0,50 * Z2} + {0,15 * Z3} + {0,25 * 2'A}} * AF Kab/Kota 

Keterangan: 
AF Desa 
Zl 

Z2 

Z3 

Z4 
AFKab/Kota 

= Alokasi Formula setiap Desa 
= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk 

Desa kabupaten Kapuas 
= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total 

penduduk miskin Desa kabupaten Kapuas 
= rasio luas wilaya.h setiap Desa terhadap total luas wilaya.h Desa 

Kabupaten Kapuas 
= rasio 1KG setiap Desa terhadap 1KG Desa Kabupaten Kapuas 
= Alokasi Formula Kabupaten Kapuas 

Pua17 

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c 
disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang 
beiwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di 
bidang statistik. 

Paaal8 

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di 
Kabupaten Ka.puas Ta.bun Anggaran 2019 sebaga.imana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABW 
PENYALURAN DANA DESA 

Pual9 

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari 
Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa. 

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum 
Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setela.h Dana Desa 
diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran 
telah dipenuhi. 

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. ta.hap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan 

Juni sebesar 20% (dua puluh persen); 
b . tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan 

Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan 
c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen). 

I SEKDA 

-, 
I 
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(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah 

Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa. 
(5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah 

Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 
Desa tahun anggara sebelumnya dari Kepala Desa. 

(6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah 
Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 
Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa. 

(7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan 
tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata 
realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) 
dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima 
puluh persen). 

(8) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat {5} dan ayat {6} dihitung 
berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan. 

(9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi 
data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara 
pengadaan, dan capaian output. 

( 10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum 
memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel 
referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh 
kementerian/lembaga terkait. 

BAB IV 
PENGGUNAAN DANA DESA 

Paaal 10 

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat yang meliputi Pengadaan, pembangunan, 
Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana parasarana 
lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui 
musyarah Desa ( sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, 
Pembangu.nan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019). 

(2) Dana Desa diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas 
hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam 
rencana kerja Pemerintah Desa (sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor; 193/PMK.07/2018 tentang pengelolaan 

DanaDesa). 
(3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk 

dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati. 

{4} Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) dan ayat (2) 
diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa. 

. -------' BAGtAN t-:il.JKUM 
! SEKDA ASISTEN KA8AG KA .. 
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Pualll 

( 1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada 
pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang 
dibiayai dari Dana Desa. 

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan 
secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan 
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat 
Desa setempat. 

Pual 12 

(1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa. 
(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana 

Desa. 
(3} Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas. 

BABV 
PELAPORAN DANA DESA 

Pual 13 

( 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output 
Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati. 

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1} terdiri atas: 

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa dari Kepala Desa; 
b . tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan 
c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa sampai dengan tahap II. 
(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran 

sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan 
paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan. 

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan 
tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling 
lambat bulan juni minggu keempat tahun anggaran berjalan. 

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu 
penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), 
Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada 
Bupati. 

BAB VI 
SANKSI 

Pual 14 

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: 
a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5); rr----B-. _A_(._3_1_A_N--H-u-·K-t_J_M _________ , ___ I 
fr-: S:-:E::-:KD:-A-i-AB-,s-rE_N..,1 -t<.-A-BA-G--r ....... ;;...;...~~~-~=o ·: 

L _____ _l.~ __ .,_ __ _ 
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b.Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 

30% (tiga puluh persen); dan/ a tau 
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. 

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 
berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya. 

(3} Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar 
dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran 
Dana Desa ta.hap II tidak dilakukan. 

(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran 
berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih 
besar dari 30% (tiga puluh persen}, penyaluran Dana Desa yang ditunda 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi 
sisa Dana Desa d i RKUD. 

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran OAK 
Fisik dan Dana Desa. 

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak 
dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. 

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh 
aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah 
terjadi penyimpangan penyaluran dan/ atau penggunaan Dana Desa. 

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada 
Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran OAK 
Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 . 

Pual 15 

( 1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal: 
a .dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

ayat ( 1) huruf a telah diterima; 
b.sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama 

dengan 30%; dan 
c . terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. 

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan 
berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD 
dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD. 

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran OAK Fisik dan Dana 
Desa. 

(4} Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai 
Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar 
dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya. 

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya 

sesuai dengan ketentuan peratur~~npdang-undangan .... ~-
I a.~.0 1AN t-t u ><uM ~ 

SEKDA ASISTEN KABAG KA AG Unit P . 1 p . 
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(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu 

pertama bulan Juru tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan 
permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari 
RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran OAK Fisik dan 
Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan. 

Pasal 16 

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah 
dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b , masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih 
dari 30% (tiga puluh persen). 

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya. 

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran OAK 
Fisik dan Dana Desa. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas. 

Ditetapkan di Kuala Kapuas 

pada tanggal (l, M~"ld- 2019 

BUPATI KAPUl\S, 

BEN BRAHIM S. BABAT 

...-----•••w _ _, ' 
Diundangkan di Kuala Kapuas 
pada tanggal 8 M. "-"if 2019 

BAGt AN H UKUM 
- ' '--1 
SEK DA I l -~--• 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS, : ASISTEN / 
t·-------+--- -
, "< A 8 AG 
.---.........-- f' 

RIANOVA ; K t. ~ U f, ; . ,.-. S f 
---v 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2019 NOMOR 
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LAIIPIRA1I 
PBRATURAJ' BUPATJ KABUPATElf KAPUAS 
l!fOIIOR b TAHUl!f ::Wl9 
TEl!fTAl!fO TATA CARA PEIIBAOIAl!f DAIi PEllBTAPAl!f Rll!fCIAl!f DAl!fA 
DB8A SBTIAP DB8A TAHUW Al!fQOARAl!f ::Wl9 

TATA CARA PEIIBAOIAl!f DAIi PBIIBTAPAl!f Rll!fCIAl!f DAl!fA DB8A BBTIAP DBBA KAB. KAPUAS T.A.::Wl9 

KBCAIIATAJI l!fAIIADBSA PAOUDD PUCAIRAJJ PUCAIRAII PUCAIRAJf 
TAIIAPll20%1 TAIIAP D 140%1 TAIIAP m (40%1 

J J ' ·- -~ 1~ 

KBCAIIATAJI Sa.AT 
SELAT PUI.AUTELO 796. 7 41.000.00 159.348.200 318.696.400 318.696.400 
SELAT PULAU TEL0 BARU 772.158.000,00 154.431.600 308.863.200 308.863.200 
JmCAIIATAII KAPUA8 IIILDl 
KAPUAS HILIR BAKUNGJN 1.006.594.000,00 201.318.800 402.637.600 402.637.600 
KAPUAS HlUR SEl ASEM 862.034.000 00 172.406.800 344.813.600 344.813.600 
KAPUAS HILIR SAKABATIJR 871.097 .000,00 174 .219.400 348.438.800 348.438.800 
KAPUAS TIMUR ANJIR SERAPAT TIMUR 1.010.902.000 00 202.180.400 404.360.800 404.360.800 
KAPUAS TIMUR ANJIR SERAPAT TENGAH 1.215.839.000 00 243.167.800 486.335.600 486.335.600 
KAPUAS TIMUR ANJlR SERAPAT BARAT 1.394.076.000 00 278.815.200 557.630.400 557.630.400 
KAPUAS TIMUR ANJlR MAMBULAU TIMUR 1.033.641.000 00 206.728.200 413.456.400 413.456.400 
KAPUAS TIMUR ANJIR MAMBULAU TENGAH 1.052.312.000,00 210.462.400 420.924.800 420.924.800 
KAPUAS TIMUR ANJIR MAMBULAU BARAT 960.280.000 00 192.056.000 384.112.000 384.112.000 
KAPUAS TIMUR ANJ1R SERAPATBARU 843.271.000 00 168.654.200 337.308.400 337.308.400 
KIDCAIIATAII KAPUA8 l[IJAJ.A 
KAPUAS KUALA BATANJUNG 858.967.000,00 171.793.400 343.586.800 343.586.800 

KAPUAS KUALA CEMARALABAT 786.061.000,00 157.212.200 314.424.400 314.424.400 
KAPUAS KUALA PALAMPAI 794.080.000 00 158.816.000 317.632.000 317.632.000 
KAPUAS KUALA SEITERAS 992.340.000 00 198.468.000 396.936.000 396.936.000 

KAPUAS KUALA LUPAK DAI.AM 1.125.744.000,00 225. 148.800 450.297.600 450.297.600 
KAPUAS KUALA TAMBAN BARU SELATAN 940.172.000,00 188.034.400 376.068.800 376 .068.800 
KAPUAS KUALA TAMBAli UJPAK 784.175.000,00 156.835.000 313.670.000 313.670.000 

KAPUAS KUALA LUPAKTIMUR 845.535.000,00 169.107.000 338.214.000 338.214.000 

KAPUAS KUALA WARGOMULYO 815.895.000 00 163.179.000 326.358.000 326.358.000 

KAPUAS KUALA SEIBAKUT 871 .454.000,00 174.290.800 348.581.600 348.581.600 
KAPUAS KUALA PEMATANO 926.219.000 00 185.243.800 370.487.600 370.487.600 

KAPUAS KUALA SfMPANG BUNGA TANJUNG 864.167.000 00 172.833.400 345.666.800 345.666.800 

KAPUAS KUALA BARANGGAU 984.962.000 00 196.992.400 393.984.800 393.984.800 
lmCAIIATAII KAPUAS BARAT 
KAPUAS BARAT SE\KAYU 961 .155.000 00 197.431.000 394.862.000 394.862.000 

KAPUAS BARAT SAKA MANOKAHAI 873.579.000,00 174.715.800 349.431.600 349.431.600 

KAPUAS BARAT ANJIRKALAMPAN 836.673.000 00 167.334.600 334.669.200 334.669.200 
KAPUAS BARAT PANTAl 903. 724.000,00 180.744.800 361.489.600 361.489.600 
KAPUAS BARAT SAKA TAMIANO 811.265.000 00 162.253.000 32-f.506.000 32 ... 506.000 
KAPUAS BARAT PENDA KATAPI 855.416.000 00 171.083.200 342.166.400 342.166.400 

KAPUAS BARAT TELUK HIRl 775.532.000,00 155.106.400 310.212.800 310.212.800 
KAPUAS BARAT SEJDUSUN 865.934.000,00 173.186.800 346.373.600 346.373.600 
KAPUAS BARA1' SE\ PmJNG 956. l 74.000,00 191.234.800 332.469.600 332.469.600 

KAPUAS BARAT MA.JU BERSAMA 874.821.000 00 174.964.200 349.928.400 349.928.400 

KAPUAS BARAT BASUTARAYA 754.331.000 00 150.866.200 301.732.400 301.732.400 

KBCAIIATAJr PULAU PST.AK 
PULAUPETAK SAKALAOON 1.008. 766.000.00 201. 753.200 403.506. 400 403.506.400 

PULAUPETAK BUNGAMAWAR 1.074.914.000,00 214.982.800 429.965.600 429.965.600 

PULAU PETAK SEITATAS 903.479.000 00 180.695.800 361.391.600 361.391.600 
PULAU PETAK NARAHAN 835.625.000 00 167.125.000 334.250.000 334.250.000 
PULAU PETAJL HANOlWUNG 9 ll ..850 .000 .LICI 1&2.770.000 365..540 .000 365.540.000 

PULAU PETAK ANJIR PALAMBANG 905.569.000 00 181.113.800 362.227.600 362.227.600 

PULAU PETAK PALANGKAl 815.351.000 00 163.070.200 326.140.400 326.140.400 

PULAUPETAK TELUK PAUNOET 1.051.820.000 00 210.364.000 420.728.000 420.728.000 

PULAU PETAK SE! TATAS HJIJR 1.01 l.234.000 00 202.246.800 404.493.600 404.493.600 

PULAU PETAK MAWARMEKAR 848.476.000 00 169.695.200 339.390.400 339.390.400 

PULAU PETAK BANAMA 911.776.000,00 182.355.200 364.710.400 364.710.400 

PULAU PETAK NARAHAN BARU 890.797.000 00 178.159.400 356.318.800 356.318.800 

KacAIIATAJI KAPUA8 IIURUJIG 
KAPUAS MURUNO TAJEPAN 1.638.273.000.00 327.654.600 655.309.200 655.309.200 

KAPUAS MURUNG MAMPAl 928.916.000,00 185.783.200 371.566.400 371.566.400 

KAPUAS MURUNO MUARA DADAHUP 1.058.561.000,00 211.712.200 423.424.400 423.424.400 

KAPUAS MURUNO BELAWANG 775.852.000 00 155.170.400 310.340.800 310.340.800 

KAPUAS MURUNG PALANOKAU LAMA 768.160.000 00 153.632.000 307.264.000 307.264.000 

KAPUAS MURUNG PALANOKAU BARU 812.358.000 00 162.471.600 324.943.200 324.943.200 

KAPUAS MURUNG TALEKUNO PUNEI 789.128.000 00 157.825.600 315.651.200 315.651.200 

KAPUAS MURUNG KARY A BERSAMA 915.549.000 00 183.109.800 366.219.600 366.219.600 

KAPUAS MURUNO PAUNOKAU JAYA 739.227.000,00 147.845.400 295.690.800 295.690.800 

KAPUAS MURUNG PAUNGKAU ASRl 735.664.000,00 147.132.800 294.265.600 294.265.600 
KAPUAS MURUNG PAUNOKAU SEJAHTERA 739.643.000 00 147.928.600 295.857.200 295.857.200 

KAPUAS MURUNG SAKABINJAl 740.400.000 00 148.080.000 296.160.000 296.160.000 

KAPUAS MURUNO BINA SEJAHTERA 758.432.000,00 151.686.400 303.372.800 303.372.800 

KAPUAS MURUNO SUKAREJA 736.654.000 00 147.330.800 294.661.600 294.661.600 

KAPUAS MURUNG SUKAMUK'n 772.275.000 00 154.455.000 308.910.000 308.910.000 

KAPUAS MURUNO BINAKARYA 777.145.000 00 155.429.000 310.858.000 310.858.000 

KAPUAS MURUNO BINAMEKAR 963.195.000 00 192.639.000 385.278.000 385.278.000 

KAPUAS MURUNG RAWASUBUR 737.848.000 00 147.569.600 295.139.200 295.139.200 

KAPUAS MURUNG SUMBER MULYA 743.917.000,00 148.783.400 297.566.800 297.566.800 

KAPUAS MURUNG BUMI RAHAYU 771.330.000 00 154.266.000 308.532.000 308.532.000 

KAPUAS MURUNO MANGGALA PERMAl 743.918.000 00 148.783.600 297.567.200 297.567.200 

KBCAIIATAJr BHARU'G 
BASARANG PANOKALAN REKAN 1.000.864.000,00 200.172.800 400.345.600 400.345.600 

BASARANG BATI.Jf-
nnn 1 . I :Z.Z 43 J 8QQ ,.,,355.263.600 355.263.600 
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•o KBCAJIATAJI RAIIADSSA PAGO DD 
PSIICAIRAJI PSIICAIJtAJf PSIICAJJtAJI 

TAIIAPil20%1 TAIIAPDl40%I TAIIAP m l40%I 
1 • I • 51""2111111 ''""""' 1.....-i 
n BASARANG BASARANG 1.314.138.000 00 262.827.600 525.655.200 525.655.200 
73 BASARANG BASUNOKAI 800.936.000,00 160.187.200 320.374.400 320.374.400 
74 BASARANO MALUEN 873.788.000 00 174.757.600 349.515.200 349.515.200 
75 BASARANO PANGKALAN SARI 864.245.000.00 172.849.000 345.698.000 345.698.000 
76 BASARANG WNUKRAMBA 738.699.000,00 147.739.800 295.479.600 295.479.600 
n BASARANG BAnJNINDAN 789.905.000 00 157.981.000 315.962.000 315.962.000 
78 BASARANG BASARANO JAYA 769.829.000,00 153.965.800 307.931.600 307.931.600 
79 BASARANO BUNOAIJAYA 768.142.000 00 153.628.400 307 .256.800 307.256.800 
80 BASARANG PANARUNG 849.04 1.000,00 169.808.200 339.616.400 339.616.400 
81 BASARANO TARUNG MANUAH 783.658.000,00 156.731.600 313.463.200 313.463.200 
82 BASARANG TAMBUN RAYA 804.059.000 00 160.811.800 321.623.600 321.623.600 
83 BASARANO NANING 800.407.000,00 160.081.400 320.162.800 320. 162.800 

llmCAIIATAJI JUJITAJrGAI 
84 MANTANOAl MANUSUP 821.796.000 00 164.359.200 328.718.400 328.718.400 
85 MANTANGAl SEI KAPAR 914.861.000 00 182.972.200 365.944.400 365.944.400 
86 MANTANGAl TARANTANG 820.908.000,00 164.181.600 328.363.200 328.363.200 
87 MANTANGAl LAMUNn 764.157.000 00 152.831.400 305.662.800 305.662.800 
88 MANTANOAl PULAU KAI.ADAN 876.462.000,00 175.292.400 350.584.800 350.584.800 
89 MANTANGAl MANTANGAl HIUR 862.355.000 00 172.471.000 344.942.000 344.942.000 
90 MANTANGAl MANTANGAl TENOAH 848.787.000 00 169.757.400 339.514.800 339.514.800 
91 MANTANOAl MANTANOAl HULU 939.562.000.00 187.912.400 375.824.800 375.824.800 
92 MANTANGAl KALUMPANO 780.939.000 00 156.187.800 312.375.600 312.375.600 
93 MANTANGAl SEIAHAS 956.633.000 00 191.326.600 382.653.200 382.653.200 
94 MANTANOAl KAnJNJUNG 927.837.000 00 185.567.400 371.134.800 371.134.800 
95 MANTANOAl LAHEI MANOKUnJP 816.237.000 00 163.247.400 326.494.800 326.494.800 
96 MANTANGAl TUMBANG MUROI 1.292.203.000 00 258.440.600 516.881.200 516.881.200 
97 MANTANGAl DANAURAWAH 878.338.000,00 175.667.600 351.335.200 351.335.200 
98 MANTANGAI MUROIRAYA 1.047.823.000 00 209.564.600 419.129.200 419.129.200 
99 MANTANGAl KATIMPUN 824.535.000,00 164.907.000 329.814.000 329.814.000 
100 MANTANGAl MANUSUP HIUR 804.086.000,00 160.817.200 321.634.400 321.634.400 
101 MANTANOAl SEI OITA 810.015.000 00 162.003.000 324.006.000 324.006.000 
102 MANTANOAl BUKITBAnJ 923.155.000 00 184.631.000 369.262.000 369.262.000 
103 MANTANOAl SEIGAWINO 872. 761.000,00 174.552.200 349.104.400 349.104.400 
104 MANTANGAI HUMBANG RAYA 821.977.000 00 164.395.400 328.1'90.800 328.1'90.800 
105 MANTANOAI TABORE 814.066.000 00 162.813.200 325.626.400 325.626.400 
106 MANTANGAl nJMBANG MANOKUruP 874.481.000.00 174.896.200 349.792.400 349.792.400 
107 MANTANGAl LAPETAN 865.322.000 00 173.064.400 346.128.800 346. 128.800 
108 MAJffANOAI UIMUlfn PERMAI 743.898.000 00 148.779.000 'B7 .559.200 'B7 .559.200 
109 MANTANGAl MANYAHI 784.066.000 00 156.813.200 313.626.400 313.626.400 
110 MANTANGAl SEKATA MAKMUR 810.330.000,00 162.066.000 324.132.000 324.132.000 
111 MANTANOAl KAI.ADAN JAYA 741.910.000 00 148.382.000 296.764.000 296.764.000 
112 MANTANOAI RANTAUJAYA 778. 783.000 00 155. 756.600 311.513.200 311.513.200 
113 MANTANGAl WAROAMULYA 729.871.000 00 145.974.200 291.948.400 291.948.400 
114 MANTANGAl LAMUNTIBARU 748.256.000 00 149.651.200 299.302.400 299.302.400 
115 MANTANGAl SRIWIDADI 732.276.000,00 146.455.200 292.910.400 292.910.400 
116 MA!fl'ANGM SUMBERMAKMUR 756.764.000 00 151.752.SOO 303.505.600 303.505.600 
117 MANTANGAl SIDOMULYO 813.620.000 00 162.724.000 325.448.000 325.448.000 
118 MANTANGAl HARAPAN JAYA 784.037.000,00 156.807.400 313.614.800 313.614.800 
119 MANTANOAI SEKATA BANGUN 748.036.000 00 149.607.200 299.214.400 299.214.400 
120 MANTANGAI SARIMAKMUR 832. 717.000 00 166.543.400 333.086.800 333.086.800 
121 MANTANGAl SUKAMAJU 756.420.000,00 151.284.000 302.568.000 302.568.000 

mJIATAJr TIIIPAB 
122 TIMPAH PETAKPUTI 847.051.000 00 169.410.200 338.820.400 338.820.400 
123 nMPAH ARUK 735.173.000 00 147.034.600 294.0(>9.200 294.069.200 
U4 TIMPAH LAWANO KAJANG 761.508.000 00 152.301.600 304.603.200 304.603.200 
us TIMPAH TIMPAH 831.523.000 00 166.304.600 332.609.200 332.609.200 
U6 11MPAH WNOKUH LAYANO 743.185.000,00 148.637.000 297.274.000 297.274.000 
127 11MPAH I.AWANOKAMAH 791.433.000 00 158.286.600 316.573.200 316-573.200 
128 T1MPAH TUMBANO RANDANO 803.002.000.00 160.600.400 321.200.800 321.200.800 
U9 T1MPAH BATAPAH 800. 712.000,00 160.142.400 320.284.800 320.284.800 
130 TIMPAH DANAU PANTAU 755.419.000.00 151.083.800 302.167.600 302.167.600 

.._.AMATU UPUil TaGAB 
131 KAPUAS TENOAH MASARAN 809.922.000 00 161.984.400 323.968.800 323.968.800 
132 KAPUAS TENGAH KAYUBULAN 795.880.000,00 159. 176.000 318.352.000 318.352.000 
133 KAPUAS TENOAH KOTABARU 846.629.000,00 169.325.800 338.651.600 338.651.600 
134 KAPUAS TENGAH PENDA MUNTEI 781.460.000,00 156.292.000 312.584.000 312.584.000 
135 KAPUAS TENGAH TAPEN 799.866.000.00 159.973.200 319.946.400 319.946.400 
136 KAPUAS TENOAH PUJON 837.720.000,00 167.544.000 335.088.000 335.088.000 
137 KAPUAS TENGAH MARAPIT 786.432.000,00 157.286.400 314.572.800 314.572.800 
138 KAPUAS TENGAH MANIS 820.399.000.00 164.079.800 328.159.600 328.159.600 
139 KAPUAS TENOAH KARUKUS 800.447.000 00 160.089.400 320.178.800 320.178.800 
140 KAPUAS TENGAH BAJUH 809.350.000 00 161.870.000 323.740.000 323.740.000 
141 KAPUAS TENGAH BARUNANO 977.466.000 00 195.493.200 390.986.400 390.986.400 
142 KAPUAS TENOAH BUHUTJAYA 750.406.000 00 150.081.200 300.162.400 300.162.400 
143 KAPUAS TENOAH HURUNGPUKUNO 792.553.000,00 158.510.600 317.021.200 317.021.200 

lmCAMA.TAJr KAPU.A8 IIUUJ 
144 KAPUASHULU SEIHANYO 975.441.000 00 195.088.200 390.176.400 390.176.400 
145 KAPUASHULU HURUNO TABENOAN 865.204.000 00 173.040.800 346.081.600 346.081.600 
146 KAPUASHULU RAHUNO BUNGAI 797.739.000 00 159.547.800 319.095.600 319.095.600 
147 KAPUASHULU BULAU NOANDUNG 817.795.000,00 163.559.000 327.118.000 327. 118.000 
148 KAPUASHULU nJMBANO PUROH 787.009.000 00 157.401.800 314.803.600 314.803.600 
149 KAPUASHULU TANGlRANG 776.971.000 00 155.394.200 310.788.400 310.788.400 
150 KAPUASHULU BARUNANGil 797.770.000 00 159.554.000 319.108.000 319.108.000 
151 KAPUASHUW HURUNG TAMPANO 795.062.000,00 159.012.400 318.024.800 318.024.800 
152 KAPUASHUW SUPANO 849.463.000 00 169.892.600 339.785.200 339.785.200 
153 KAPUAS HULU KATAN.JUNG 770.063.000 00 154.012.600 308.025.200 308.025.200 
154 KAPUASHULU JAKATAN PARI ..-... ,... Ha,;.1. U·1.D.l.&JU.UU, a a • • -1.t>H'.b ~-'LUU 
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KSCAIIATll JIAIIADSBA PAOUDD 

2 J • 
KAPUASHUW TIJMBANG SIRAT 830.693.000 00 
KAPUASHUW OIRUNO KORAM 854.019.000 00 
KAPUASHUW MAMPAJJAYA 773.531.000,00 
JmCIIATll TAIIBAJI CATUR 
TAMBAN CATIJR TAMBAN BARU TIMUR 798.974.000 00 
TAMBAN CATUR TAMBAN BARU TENOAH 990.605.000 00 
TAMBAN CATUR TAMBAN BARU ME.KAR 871.412.000 00 
TAMBAN CATUR BANDAR RAYA 935.382.000 00 
TAMBAN CATUR SlOOREJO 739.538.000,00 
TAMBAN CA1UR WARNASARl 826.478.000 00 
TAMBAN CATIJR BANDAR MEKAR 1.019.911.000 00 
TAMBAN CATUR TAMBAN MAKMUR 838.370.000 00 
TAMBAN CATUR SIOOMULYO 749. 782.000,00 
TAMBAN CATUR TAMBANJAYA 795.898.000 00 
KSCAIIATll PAMK TAI.AWAJIG 
PASAK TALAWANO JANOKANO 754.365.000 00 
PASAK TALAWANO TUMBANO TUKUN 820. 728.000,00 
PASAK TALAWANO SEI RINOlN 783.840.000,00 
PASAK TALAWANO KABURAN 793.885.000,00 
PASAK TALAWANO BALA! BAN.JANG 850.340.000,00 
PASAK TALAWANO 1UMBANO OIRINO 756.577.000,00 
PASAK TALAWANO OANOANO 930.529.000 00 
PASAK TALAWANO HURUNO KAM.PIN 773.451.000,00 
PASAK TALAWANO BAnJ SAMSUNG 751.307.000 00 
PASAK TALAWANG nJMBANO NUSA 767.664.000 00 
KBCAIIATil IIAIIDAU TAI.AWilG 
MANDAU TALAWANG 
MANDAU TALAWANG 
MANOAU TALAWANG 
MANOAU TALAWANG 
MANDAU TALAWANG 
MANDAU TALAWANG 
MANDAU TALAWANO 
MANOAU TALAWANG 
MANDAU TALAWANG 
MANDAU TALAWANO 
ImCIIATilDAD.UIUP 
DADAHUP 
DADAHUP 
DADAHUP 
DADAHUP 
DADAHUP 
DADAHUP 
DADAHUP 
DADAHUP 
DADAHUP 
DADAHUP 
DADAHUP 
DADAHUP 
DADAHUP 
KBCAIL\Til IIATAOUJI 
BATAOUH 
BATAGUH 
BATAGUR 
BATAOUH 
BATAGUH 
BATAGUH 
B.ATAOUH 
BATAOUH 
BATAOUH 
BATAGUH 
BATAOUH 
BATAOUH 
BATAOUH 
BATAOUH 

MASAHA 955.817.000 00 
SEIPINANG 894.363.000,00 
LAWANG TAMANG 764.633.000,00 
KAREl'AU MAin'A"A 84:'>.03().000.00 
TUMBANO BUKOI 800.389.000.00 
TUMBANG T1HIS 810.862.000.00 
1UMBANO MANYARUNO 801.433.000,00 
TAN.JUNO RENOAN 852.541.000 00 
JAKATAN MASAHA 825.221.000 00 
MASUPARIA 765.267.000 00 

DADAHUP &17.627.00000 
TAMBAK BAJAJ 743.017.000 00 
BINAJAYA 7 43. 921.000,00 
HARAPAN BARU 950.492.000 00 
BENTUK JAYA 776.010.000 00 
SUMBER AGUNO 813.006.000,00 
PETAK BATUAH 755.978.000 00 
MANUN1UNO 850.246.000 00 
SUMBER ALASKA 747 .765.000 00 
MENTENO KARY A 735.233.000 00 
TAN.JUNO HARAPAN 779.805.000 00 
KAHURIPAN PERMAI 776.862.000,00 
DADAHUPRAYA 802.900.000.00 

PULAU MAMBULAU 973.561.000.00 
SEI LUNUK 1.035.233.000,00 
SEt JA.NGKrt' 1.0%.633.000 00 
TAMBANLUAR 880.347.000 00 
TERUSAN RAYA 1.476.959.000 00 
TERUSAN KARYA 823.464.000 00 
TERUSANMAKMUR 8:24.116.000 00 
TERUSAN MULYA 813.177.000 00 
BAMBAN RAYA 1.083.224.000 00 
BANOUN HARJO 728.499.000,00 
TERUSAN BAGUNTAN RAYA t.306.686.000 _no 

TERUSAN RAYA BARAT 965.473.000,00 
TERUSAN RAYA HUW 904.202.000 00 
BUD! MUFAKAT 988.569.000,00 
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PSIICAIRAJI PSIICAIRAJI PSIICAIRAJI 
TABAPI120%l TAJIAPDl40%I TAJIAP m 140%1 ,_ ,_ ·-166.138.600 332.277.200 332.277.200 

170.803.800 341.607.600 341.607.600 
154.706.200 309.412.400 309.412.400 

159.794.800 3 19 .589.600 319.589.600 
198.121.000 396.242.000 396.242.000 
174.282.4-00 348.564.800 348.564.800 
187.076.4-00 374.152.800 374.152.800 
147.907.600 295.815.200 295.815.200 
165.295.600 330.591.200 330.591.200 
203.982.200 407.964.400 407.964.400 
167.674.000 335.348.000 335.348.000 
149.956.400 299.912.800 299.912.800 
159.179.600 318.359.200 318.359.200 

150.873.000 301.746.000 301.746.000 
164.145.600 328.291.200 328.291.200 
156.768.000 313.536.000 313.536.000 
158.777.000 317.554.000 317.554.000 
170.068.000 340.136.000 340.136.000 
151.315.400 302.630.800 302.630.800 
186. 105.800 372.211.600 372.211.600 
154.690.200 309.380.4-00 309.380.4-00 
150.261.400 300.522.800 300.522.800 
153.532.800 307.065.600 307.065.600 

191.163.400 382.326.800 382.326.800 
178.872.600 357.745.200 357.745.200 
152.926.600 305.853.200 305.853.200 
169.007 .200 338.014.400 338.014.400 
160.077.800 320.155.600 320.155.600 
162.172.400 324.344.800 324.344.800 
160.286.600 320.573.200 320.573.200 
170.508.200 341.016.400 341.016.400 
165.044.200 330.088.400 330.088.400 
153.053.400 306.106.800 306.106.800 

163.525.400 327 .050.800 327 .050.800 
148.603.400 297.206.800 297.206.800 
148.784.200 297 .568.4-00 297.568.4-00 
190.098.4-00 380.196.800 380. 196.800 
155.202.000 310.404.000 310.404.000 
162.601.200 325.202.4-00 325.202.4-00 
151.195.600 302.391.200 302.391.200 
170.049.200 340.098.4-00 340.098.4-00 
1~.563.000 299.106.000 299.106.000 
147.046.600 294.093.200 294.093.200 
155.961.000 311.922.000 311.922.000 
155.372.4-00 310.744.800 310.744.800 
160.580.000 321.160.000 321.160.000 

194.712.200 389.424.400 389.424.4-00 
207 .046.600 414.093.200 414.093.200 
'2.19.326.600 438.6:.3.'2.00 438.6:.3.'2.00 
176.069.4-00 352.138.800 352.138.800 
295.391.800 590.783.600 590.783.600 
164.692.800 329.385.600 329.385.600 
164.8:23.:200 329.646.400 329.646.400 
16 2.635.4-00 325.270.800 325.270.800 
216.644.800 433.289.600 433.289.600 
145.699.800 291.399.600 291.399.600 
26 t.337 .200 522..674.400 522.674.400 
193.094.600 386.189.200 386.189.200 
180.840.4-00 361.680.800 361.680.800 
197.713.800 395.427.600 395.427.600 

36.791.709.400 '13..S&a.41L800 '73.S83.418.800 
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